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BAB I 

    PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di dalam UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, kita tidak 

menemukan satu katapun yang menyebut institusi kejaksaan, baik dalam Batang 

Tubuh maupun Penjelasannya. Demikian pula setelah UUD 1945 mengalami empat 

kali perubahan di Era Reformasi. Di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan 

UUD Sementara 1950 yang menganut sistem pemerintahan Parlementer, kata 

kejaksaan juga tidak kita temukan, kecuali kata Jaksa Agung pada Mahkamah Agung 

(Pasal 106 UUD Sementara 1950), tetapi hanya dalam konteks pejabat tinggi negara 

yang hanya dapat diadili oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilabab2n pertama 

dan terakhir kalau mereka didakwa dalam perkara pidana. Ketentuan ini hanya 

mengatur forum previlegiatum yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan 

kedudukan kejaksaan dalam ranah kekuasaan negara. 

Karena tidak ada satu katapun di dalam UUD 1945 yang menyebutkan tentang 

Kejaksaan, maka wajar saja jika para akademisi dan politisi, mereka-reka di manakah 

tempat yang sesuai bagi isntitusi ini. Sebagian akademisi berpendapat bahwa 

kejaksaan adalah lembaga penegak hukum dan karena itu seharusnya berada dalam 

ranah kekuasaan yudikatif. Sementara dalam UUD 1945 sebelum perubahan, hanya 

ada dua pasal saja yang mengatur badan yudikatif ini, yakni ketentuan dalam Bab IX 

tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 dibawah Bab IX itu mengatakan "kekuasaan 

Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman 

menurut Undang-Undang" (Ayat 1)." Susunan badan-badan kehakiman itu diatur 
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dengan Undang-Undang" (Ayat 2). Sementara pasal 25 mengatakan " syarat-syarat 

untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-

Undang ". Sedangkan penjelasan atas kedua pasal ini mengatakan" kekuasaan 

Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan 

Pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang 

tentang kedudukannya para hakim". 

Konsistens dengan pendirian bahwa institusi Kejaksaan bukanlah bagian dari 

organ kekuasaan yudikatif, maka ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang ini 

mengatakan "penyelenggaraan tugas Departemen Kejaksaan dilakukan oleh Menteri". 

Kalau Kejaksaan adalah sebuah departemen pemerintahan yang dipimpin Menteri, 

maka dengan sendirinya wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa 

Agung dalam sistem pemerintahan Presidensial adalah Presiden. Ketentuan ini, 

sebenarny hanyalah legitimasi atas apa yang telah dilakukan oleh Presiden dalam 

mengangkat Jaksa Agung sebagai menteri anggota kabinet dua tahun sebelumnya. 

Namun ketentuan ini, sekaligus pula menghapuskan ketentuan-ketentuan dalam 

Indische Staatsregeling. HIR dan RIB. Jaksa Agung tidak lagi diangkat oleh Menteri 

Kehakiman dengan persetujuan Perdana Menteri, tetapi langsung diangkat oleh 

Presiden
1
. 

Tugas dan kewenangan kejaksaan yang diberikan oleh UU No 15 Tahun 1961, 

jauh lebih luas dari apa yang diatur di dalam HIR dan RIB. Tugas Jaksa sebagaimana 

                                                           
1
 Pemaknaan lembaga Kejaksaan sebagai lembaga yudikatif di sini adalah terkait dengan fungsi 

dan kewenangan Kejaksaan dalam hal penuntutan yang merupakan wilayah dari kekuasaan yudikatif 

(judicial). Dalam makna luas, pemaknaan lembaga Kejaksaan di bidang yudikatif ini adalah 

merupakan interpretasi langsung dari Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang menyatakan bahwa; “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” 
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diatur dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai penuntut umum. Namun dalam 

menjalankan tugas utamanya itu, Jaksa selain diberi wewenang untuk melakukan 

penyidikan lanjutan seperti diatur dalam HIR, juga melakukan tugas koordinasi 

semua penyidik berdasarkan hukum acara yang berlaku, termasuk melakukan 

pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan 

masyarakat dan negara serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 

kepadanya oleh suatu peraturan negara
2
. 

Secara umum KUHAP tidak memberikan kewenangan bagi kejaksaan untuk 

melakukan penyidikan, dengan demikian Indonesia dapat dikatakan satu-satunya 

Negara dimana jaksa atau penuntut umumnya tidak berwenang untuk melakukan 

penyidikan walaupun sifatnya isidential. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 butir 1 

KUHAP telah menyatakan bahwa “penyidik adalah pejabat polisi Negara republic 

Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 

oleh undangundang untuk melakukan penyidikan”. Penuntutan hanya dilakukan oleh 

jaksa penuntut umum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
3
 

Di dalam UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juga 

dikemukakan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hak dan keadilan berdasarkan 

Pancasila dan UU 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. 

                                                           
2
 Asas dominus litis merupakan asas yang menentukan bahwa Kejaksaan adalah merupakan 

satu-satunya lembaga yang mempunyai (diserahi) kewenangan (di bidang) penuntutan. Hal inilah yang 

dalam trend perkembangan hukum terakhir akan diakomodir oleh DPR dalam rencana ‘Revisi 

Undang-Undang KPK’ yang mana akan menempatkan kewenangan penuntutan tidak lagi ada di KPK 

tetapi seluruhnya menjadi menjadi satu di Kejaksaan. (Lihat dalam Jurnal Adhyaksa Indonesia, Edisi 

Khusus Tahun I, Juli, 2014, hlm. 12.). 

 
3
 Hamzah, Andi, 1990. Pengatur Hukum Acara Pidana Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta. 

Hal. 70. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kewenangan untuk 

melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan, 

selain berperan dalam peradilan pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam 

bidang hukum, perdata, dan Tata Usaha Negara, yang mewakili Negara dan 

pemerintah dalam perkara perdata dan TUN. 

Dalam menyelesaikan perkara pidana, Jaksa diberi kewenangan untuk 

mengadakan penggeledahan badan dan tempat-tempat yang dipandang perlu dan 

mengambil tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu sesuai hukum acara yang 

berlaku. Jaksa juga diberikan kewenangan untuk meminta Kepala Kantor Pos, 

Telekomunikasi dan lainlain kantor perhubungan untuk membuat catatan-adanya 

surat-surat dan lain-lain benda yang dikirim pada seseorang yang patut diduga terlibat 

dalam suatu tindak pidana. Jaksa berhak untuk meminta supaya surat dan benda-

benda tersebut ditahan. Dengan tugas- tugas tambahan seperti ini, semakin tegas tidak 

mungkin institusi kejaksaan akan berada di dalam ranah kekuasaan yudikatif. 

Ketika kekuasaan Presiden Sukarno runtuh di tahun 1967, pemerintah baru di 

bawah Pejabat Presiden, dan kemudian Presiden Suharto UU Kejaksaan No 15 Tahun 

1961 ini terus berlaku selama tiga puluh tahun lamanya, tanpa perubahan. Namun 

demikian, dalam praktiknya, Kejaksaan Agung tidak lagi disebut sebagai Departemen 

Kejaksaan Agung dan Jaksa Agung tidak disebut pula sebagai Menteri Jaksa Agung. 

Institusi ini secara faktual disebut sebagai Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh 

seorang Jaksa Agung. Namun kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Jaksa 

Agung, sepenuhnya tetap berada di tangan Presiden. UU No 15 Tahun 1961 tidak 
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secara spesifik menyebutkan berapa lama Jaksa Agung akan memegang jabatannya. 

Namun setelah Pemilihan Umum 1971, Presiden Suharto memulai sebuah konvensi 

ketatanegaraan, yakni Jaksa Agung selalu diangkat di awal Kabinet dan berakhir 

masa jabatannya dengan berakhirnya masa bakti kabinet itu. 

Jaksa Agung yang disebut sebagai Menteri di dalam UU No 15 Tahun 1961 

tidak lagi disebut demikian, namun sebagai bagian dari kabinet, Jaksa Agung diberi 

kedudukan setingkat menteri negara. Dalam perkembangan pelaksanaan UU No 15 

tahun 1961, wewenang Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tambahan dalam 

perkara pidana, dihapuskan dengan berlakunya UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana yang mencabut ketentuan-ketentuan di dalam HIR dan RIB. Namun, 

dengan munculnya berbagai undang-undang tindak pidana, yang sering disebut 

sebagai undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus dan tertentu, seperti UU 

Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan HAM
4
. Dalam kedua undang-undang ini, 

kewenangan Jaksa untuk menyidik dikembalikan lagi, bukan lagi melakukan 

penyidikan tambahan seperti diatur HIR dan RIB, tetapi bertindak sebagai satu-

satunya penyidik. 

UU No 15 Tahun 1961 memang memberi peluang untuk untuk memperluas 

tugas dan kewenangan Kejaksaan, karena kejaksaan dapat melaksanakan tugas-tugas 

khusus yang lain yang diberikan oleh suatu peraturan negara (Pasal 2 ayat 4). Tugas 

dan kewenangan Jaksa melakukan penyidikan, sebagaimana telah saya kemukakan 

sebelum ini, jelaslah bukan tugas suatu organ dalam ranah kekuasaan kehakiman. 

                                                           
4
Janedjri M Gaffar, Budaya Hukum dalam Penegakan Hukum, dalam 

http://nasional.sindonews.com/read/2012/12/27/18/701184/budaya-hukum-dalam-penegakanhukum, 

diakses pada tanggal 26 Februari 2023. 
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Tindakan penyidikan akan selalu diikuti oleh penggeledahan, penyitaan, penahanan 

dan bahkan belakangan dengan UU No 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, Jaksa 

Agung juga diberi kewenangan pencekalan terhadap seseorang yang diduga terlibat 

dalam suatu tindak pidana. Tindakan-tindakan seperti ini, jelas tidak mungkin 

dilakukan oleh organ yang berada dalam ranah kekuasaan kehakiman. 

Berbeda dengan UU No 15 Tahun 1961 yang dalam konsideransnya menyebut 

Kejaksaan adalah alat negara dan juga alat revolusi, UU No 5 Tahun 1991 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia dalam konsiderannya tidak lagi menyebut kejaksaan 

sebagai alat negara tetapi menyebutnya sebagai lembaga pemerintahan yang 

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam tatanan susunan 

kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan. Jadi telah terjadi pergeseran 

Cukup penting dalam memandang kedudukan institusi Kejaksaan, dari "alat negara" 

menjadi lembaga pemerintahan. Penegasan ini, lebih mempertajam dari rumusan UU 

No 15 Tahun 1961, yang menempatkan Kejaksaan sepenuhnya berada dalam ranah 

eksekutif. 

Selanjutnya dikatakan bahwa Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung 

jawab tertinggi kejaksaan yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang 

kejaksaan (Pasal 18 ayat 1). Istilah Departemen Kejaksaan dan Menteri sebagai 

penyelenggaranya sebagaimana diatur di dalam UU No 15 Tahun 1961 dihapuskan. 

Jaksa Agung sendiri diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada 

Presiden (Pasal 19). Penegasan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung 

adalah kewenangan Presiden, serta pertanggungjawabannya kepada Presiden, sekali 
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lagi mempertegas bahwa kejaksaan adalah sepenuhnya berada di bawah ranah 

kekuasaan eksekutif. 

Penegasan ini adalah sejalan pula dengan konsideran mengingat yang 

digunakan dalam penyusunan undang-undang ini, yakni sebagaimana UU No 15 

Tahun 1961 tidaklah menjadikan ketentuan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman 

sebagai dasar pembentukannya. Undang-undang ini, selain menggunakan ketentuan 

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, malah menjadikan UU No 14 

Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana sebagai konsideran mengingatnya. 

Sebagaimana ketentuan dalam UU No 15 Tahun 1961, UU No 5 Tahun 1991 

ini juga tidak mengatur tentang masa jabatan Jaksa Agung. Hal yang sama 

sebenarnya juga tidak ada di dalam hukum tatanegara Belanda dan ketentuan-

ketentuan di dalam HIR dan RIB, karena Jaksa Agung adalah jaksa karier yang akan 

pensiun pada usia tertentu, atau setiap saat dia dapat diberhentikan oleh Menteri 

Kehakiman dengan persetujuan Perdana Menteri. Dalam UU No 5 Tahun 1991 tidak 

ada pula pembatasan apakah Jaksa Agung diangkat dari Jaksa karier, ataukah 

pengangkatan itu bersifat politik. Kedua-duanya dapat dilakukan oleh Presiden, 

berdasarkan pertimbangan subyektif Presiden sendiri. Namun konvensi 

ketatenegaraan yang telah berlangsung sejak tahun 1971, yakni Jaksa Agung selalu 

diangkat dan diberhentikan Presiden pada awal dan akhir masa bakti kabinet terus 

berlangsung. Konvensi itu terus diikuti sesudah Presiden Suharto menyatakan 

berhenti dari jabatannya sebagai Presiden pada tanggal 
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21 Maret 1998. Pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung di awal dan diakhir 

masa bakti kabinet, diikuti juga selama UU No 5 Tahun 1991 ini berlaku, yakni di 

bawah Presiden BJ Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Sukarnoputri. 

Konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, namun terpelihara dalam praktik 

penyelenggaraan negara. 

Sedikit pengecualian memang terjadi pada masa Presiden Suharto berhenti, 

beliau, dengan inisiatifnya sendiri menyatakan bahwa Kabinet Pembangunan VII 

yang dipimpinnya demisioner. Dengan pernyataan demisioner hal yang tidak pernah 

dipraktikkan di manapun juga di dunia ini dalam sistem pemerintahan Presidensial 

maka para menteri sebenarnya tidaklah otomatis berhenti, sampai diberhentikan dan 

dilantik menteri-menteri baru oleh Presiden penggantinya, yang sebelumnya menjabat 

sebagai Presiden. Presiden Habibie mengumumkan pembentukan Kabinet Reformasi 

Pembangunan pada tanggal 23 Maret 1998 dengan memberhentikan para Menteri 

Kabinet Pembangunan VII dan mengangkat menteri-menteri dan pejabat setingkat 

menteri yang baru, tetapi ketika itu Presiden Habibie tidak memberhentikan Jaksa 

Agung Sudjono Chanafiah Atmonegoro
5
. 

Saya berpendapat keberadaan Atmonegoro tetap sah sebagai Jaksa Agung 

dengan status demisioner±karena Presiden Suharto tidak membubarkan kabinet, 

melainkan menyatakannya demosioner, sampai Presiden Habibie mengangkat 

Kembali yang bersangkutan sebagai Jaksa Agung dalam kabinet Reformasi 

Pembangunan, atau menggantinya dengan orang lain. Dalam kenyataannya pada 

                                                           
5
 Marwan Effendy, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, PT. Gramedia 

Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 7. 
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tanggal 17 Juni 1998, Presiden Habibie memberhentikan Atmonegoro dan 

mengangkat Andi Muhammad Ghalib sebagai Jaksa Agung. Andi Ghalib 

diberhentikan sementara dari jabatannya tanggal 14 Juni 1999. Presiden Habibie 

kemudian mengangkat Wakil Jaksa Agung Ismudjoko sebagai Jaksa Agung ad 

interim sampai berakhirnya masa jabatan Presiden Habibie tanggal 20 Oktober 1999. 

UU No 5 Tahun 1991 ini berlaku terus sampai kita memasuki era reformasi. 

Perubahan terhadap UU ini baru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Megawati, 

yakni pada tahun 2004, ketika seluruh proses perubahan UUD 1945 telah selesai. Di 

era Pemerintahan Presiden Megawati, baik DPR maupun Pemerintah sama-sama 

berkeinginan untuk melakukan perubahan atas UU No 5 Tahun 1991. Namun karena 

RUU yang berasal dari Badan Legislasi DPR masuk lebih dahulu, yakni tanggal 25 

Oktober 2002, maka RUU inilah yang dijadikan pembahasan. Sementara RUU yang 

berasal dari Pemerintah dijadikan sebagai sandingan dan dimasukkan ke dalam Daftar 

Isian Masalah (DIM). 

Rumusan pasal-pasal dalam bab IX UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman 

yang melatarbelakangi penyusunan dan pembahasan RUU ini memang mengalami 

perubahan cukup besar jika dibandingkan dengan rumusan sebelumnya. Setelah 

perubahan, ketentuan IX Pasal 24 ayat (1) berbunyi Kekuasaan kehakiman 

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan. Ayat (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 

sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 

lingkungan peradilan umum, peradilan peradilan agama, lingkungan militer dan 

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Ayat (3) 
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Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kekuasaan kehakiman 

diatur dengan undang-undang
6
. 

 Kalau kita membaca seluruh ketentuan di dalam Bab IX ini, sebagaimana juga 

dalam keseluruhan teks UUD 1945 setelah perubahan, niscaya kita tidak akan 

menemukan kata Kejaksaan disebutkan di dalamnya. Kata "polisi" yang sebelumnya 

juga tidak ada, setelah perubahan mendapatkan tempat yang khusus diatur dalam Bab 

XII tentang Pertahanan Negara (Pasal 30 ayat 4 dan 5). Oleh karena kata kejaksaan 

tidak terdapat dalam UUD 1945 setelah perubahan, maka reka-rekaan akademis dan 

politis untuk menempatkan kedudukan Kejaksaan kembali terjadi. Di kalangan 

aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang selalu berkeinginan agar lembaga-

lembaga penegak hukum "independen", sudah barang tentu tidak menginginkan 

kejaksaan berada di bawah ranah eksekutif. Sebagian akademisi berpendapat sama. 

Mereka berpendapat sudah seharusnya institusi kejaksaan ditempatkan ke dalam 

ranah kekuasaan yudikatif sebagaimana bunyi Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. 

 Apakah dengan tetap mempertahankan kedudukan Kejaksaan dalam ranah 

eksekutif tidak bertentangan dengan rumusan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 setelah 

perubahan ? Penulis berpendapat semua itu tergantung pada penafsiran kita atas 

seluruh ketentuan dalam BAB IX UUD 1945 yang membicarakan Kekuasaan 

Kehakiman dalam konteks Peradilan. "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

Sementara lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman itu disebutkan secara limitatif  

Yakni " dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang 

                                                           
6
 Lihat Pasal 24 ayat (1,2,3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi " (Pasal 24 ayat 1 dan 2). 

Sementara badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman 

diatur dalam undang-undang”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia? 

2. Bagaimana Pelaksanaan Peran Kejaksaan Sebagai Lembaga yang 

Menjalankan Fungsi Yudikatif Tapi Merupakan Bagian Dari Eksekutif? 

C. Tujuan Penulisan 

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan 

kejaksaan di dalam system Ketatanegaraan Indonesia  

2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peran Kejaksaan Sebagai Lembaga yang 

Menjalankan Fungsi Yudikatif Tapi Merupakan Bagian Dari Eksekutif ? 

D. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat penulisan ini yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Teoritis  

Kiranya dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai kedudukan 

kejaksaan dalam system ketatanegaraan Indonesia serta Pelaksanaan Peran 

Kejaksaan Sebagai Lembaga yang Menjalankan Fungsi Yudikatif Tapi 

Merupakan Bagian Dari Eksekutif ? 

2. Praktis 

Kiranya dapat menambah wawasan masyarakat umum, mahasiswa, dan 

menambah referensi bagi partai politik di Indonesia, mengenai kedudukan 
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Kejaksaan dalam system ketatanegaraan Indonesia serta Pelaksanaan Peran 

Kejaksaan Sebagai Lembaga yang Menjalankan Fungsi Yudikatif Tapi 

Merupakan Bagian Dari Eksekutif ? 

3. Bagi peneliti 

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Strata 

satu (S-1) pada FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 

MEDAN. 
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BAB II 

TINJAUN PUSTAKA 

A. Tinjauan umum tentang Kejaksaan 

1. Pengertian Kejaksaan 

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan Negara 

khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan 

hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa agung yang dipilih oleh dan 

bertanggung jawab kepada Presiden. kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, dan 

kejaksaan negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, 

dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. 

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan R.I., kejaksaan sebagai salah 

satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan 

supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, 

serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam 

UndangUndang kejaksaan yang baru ini, kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang 

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, 

tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan 

pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2004).
7
 

                                                           
7
 Leden Marpaung, Proses Penangan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penuntutan, 

(Jakarta:Sinar Grafika, 2009), h. 190 
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 Menurut Tirtaatmadja dalam buku kedudukan hakim dan jaksa menjelaskan, 

antara lain berbunyi sebagai berikut: Kejaksaa itu adalah suatu alat pemerintah yang 

bertindak sebagai penuntut dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum 

pidana. Sebagai demikian itu ia (kejaksaan) berupaya mempertahankan kepentingan 

masyarakat. Ialah yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum 

mengharuskan supaya perbuatan yang dapat di hukum itu harus di tuntut atau tidak. 

Kepadanya pulalah semata-mata di serahkan penuntutan perbuatan-perbuatan yang 

dapat dihukum.
8
 

2. Sejarah kejaksaan 

Dahulu baik di Eropa (Belanda, Jerman, Perancis, dan lain-lain) maupun di 

Indonesia tidak mengenal adanya suatu lembaga penuntutan dalam hal ini adalah 

kejaksaan yang tugasnya khusus untuk atas nama atau masyarakat yang mengadakan 

tuntutan pidana terhadap pelaku delik. Pada masa itu tidak ada perbedaan antara 

perdata dan pidana. Pihak yang dirugikan yang melakukan tuntutan pidana kepada 

hakim. Di Indonesia dahulu dikenal pejabat negara yang disebut adhyaksa. Adhyaksa 

berasal dari bahasa sansekerta yang diartikan sebagai Jaksa, akan tetapi dahulu 

fungsinya sama dengan hakim karena dahulu tidak dikenal adanya lembaga 

penuntutan.  

Istilah yang menyebutkan profesi Jaksa pertama kali adalah dhyaksa, adhyaksa, 

dan dharmadhyaksa. Pemanggilan Jaksa diantaranya dengan istilah Adhyaksa 

tersebut juga penelitian temukan diberbagi rujukan sudah ada pada zaman kerajaan 
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Majapahit. Andi zainal abidin farid mengartikan Adhyaksa dalam berbagai arti seperti 

: 
9
 

1. Superintendant atau superindance. 

2. Pengawas dalam urusan kependekatan, baik agama Budha maupun Syiwa dan 

mengepalai kuil-kuil yang didirikan sekitar istana. 

3. Disamping itu juga bertugas sebagai hakim dan sebagai demikian ia berada 

dibawah perintah serta pengawasan mahapatih. 

4.  “Adhyaksa” sebagai hakim sedangkan “dharmaadyaksa” sebagai 

“opperechter” nya. 

5. “Adhyaksa” sebagai ”rechter van instructie bijde lanraad”, yang kalau 

dihubungkan dengan jabatan dunia modern sekarang dapat disejajarkan 

dengan Hakim Komisaris 

Dari uraian diatas, maka jabatan Jaksa sesungguhnya mempunyai kewenangan 

yang luas. Fungsi senantiasa dikaitkan dengan bidang yudikatif bahkan pada masanya 

hubungkan pula dengan bidang keagamaan. Dahulu adhyaksa tidaklah sama dengan 

tugas utama penuntut umum dewasa ini lembaga penuntut umum seperti sekarang ini 

tidak bertugas sebagai hakim seperti adhyaksa dahulu kala, tetapi keduanya 

mempunyai persamaan tugas yaitu penyidikan perkara, penuntutan dan melakukan 

tugas sebagai “Hakim Komisaris”. 

Penuntut umum dengan kekuasaan dan organisasi seperti sekarang ini berasal 

dari Perancis. Belandalah yang bercermin kepada sistem Perancis, melalui dan mulai 
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asas konkordansi membawanya pula ke Indonesia, terutama dengan paket perundang-

undangan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Diciptakan suatu jabatan 

yang disebut Procuceur General (seperti Jaksa Agung sekarang). Disamping itu 

dikenal pula istilah of ficieren van justitie sebagai penuntut umum bagi golongan 

Eropa dan yang dipersamakan. Dalam inlands reeglement dikenal Megistraat sebagai 

penuntut umum, tetapi belum berdiri sendiri diperintah oleh Residen dan Asisten 

Residen. 

Sesudah Inlands Reeglement diubah menjadi HIR pada tahun 1941, barulah 

dikenal lembaga penuntut umum yang berdiri sendiri dibawah Procureur General, 

bagi orang Bumi putra, itu pun dalam prakteknya, karena masih kurangnya sarjana 

hukum pada masa itu, maka di kota-kota jabatan Magistraat itu masih dirangkap oleh 

Asisten Residen. Belanda sendiri baru pada tanggal 18 April 1827 ketika berlakunya 

Rrechterlijke Organisatie en het beleid der justitie, diadakan lembaga penuntut umum 

yang berdiri mengikuti sistem Perancis. Suatu asas yang terpenting dari penuntut 

umum itu satu dan tidak terbagikan (eenen ondeelbarheid) dan bergantungnya pada 

kekuasaan eksekutif.
10

 

Sejak masa pemerintahan Jepang, nampaknya para Jaksa memiliki kembali 

statusnya yaitu sebagai penuntut umum yang sebenarnya. Ketika Jepang berkuasa di 

Indonesia maka jabatan Asisten Residen segera dihapuskan. Situasi yang demikian 

mengakibatkan kedudukan Jaksa mengalami perubahan mendasar. Dalam masa ini, 

semua tugas dan wewenang Asisten Residen dalam penuntutan perkara pidana 
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diberikan kepada Jaksa dengan jabatan Tio Kensatsu Kyokuco atau kepala kejaksaan 

pada Pengadilan Negeri, serta berada dibawah pengawasan Koo Too Kensatsu 

Kyokuco atau Kepala Kejaksaan Tinggi. 

Selanjutnya dengan Osamurai No. 49, kejaksaan dimasukkan dalam wewenang 

Cianbu atau Departemen Keamanan Dengan demikian tugas jaksa telah ditentukan 

yaitu mencari kejahatan dan pelanggaran (sebagai pegawai penyidik), menuntut 

perkara (pegawai penuntut umum), dan menjalankan putusan hakim (pegawai 

eksekusi). Setelah Indonesia mengalami kemerdekaan pada tahun 1945, sistem 

hukum yang berlaku tidak segera mengalami perubahan. Untuk mengatasi situasi 

tersebut, maka Undang-Undang maupun peraturan-peraturan yang ada sebelum kita 

merdeka tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UndangUndang Dasar 

1945. 

Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang mengatur tentang kedudukan 

kejaksaan pada pengadilan-pengadilan di Indonesia tetap memakai peraturan lama 

seperti sebelum Indonesia merdeka. Dengan maklumat Pemerintah Republik 

Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945, semua kantor kejaksaan yang dahulunya 

masuk Departemen Keamanan atau Cianbu di pindah kembali ke dalam Departemen 

Kehakiman atau Shihoobu.
11

 

Ketika itu kejaksaan yang pernah bersama dengan kepolisian dalam naungan 

Departemen Dalam Negeri, kemudian memisahkan diri masuk berintegrasi ke dalam 

Departemen kehakiman R.I. Dengan kembalinya kejaksaan ke dalam Departemen 
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kehakiman maka cocok dan tugas kewajiban para Jaksa yang diberikan ketika 

pendudukan tentara Jepang tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu Peraturan 

Pemerintah tanggal 10 Oktober 1945 Nomor 2, telah menetapkan bahwa semua 

undang-undang dan peraturan yang dahulu tetap berlaku sampai undang-undang 

tersebut diganti. 

Dengan demikian, sejak proklamasi kemerdekaan, tugas Openbaar Ministerie 

atau pengadilan terbuka pada tiap-tiap Pengadilan Negeri menurut HIR (Herziene 

Inlandsch Reglemeent), dijalankan oleh Magistraat, oleh karena itu perkataan 

Magistraat dalam HIR diganti dengan sebutan Jaksa, sehingga Jaksa pada waktu 

adalah sebagai Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri.
12

 Dalam perkembangan 

selanjutnya setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang 

ketentuan-ketentuan pokok kejaksaan Republik Indonesia, maka Kejaksaan keluar 

dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan berdiri sendiri sampai sekarang. 

3. Tugas Dan Kewenangan Kejaksaan RI 

Komperasi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI secara 

normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang-Undang mengenai 

Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan di bawah ini. Ditegaskan dalam 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 yaitu: 

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: 

a. Melakukan penuntutan;  

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap;  
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c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 

putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; 

d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

UndangUndang;  

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam 

pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik 

2. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat 

bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau 

Pemerintah 

3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut 

menyelenggarakan kegiatan: 

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;  

b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;  

c. Pengamanan peredaran barang cetakan;  

d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat 

dan Negara;  

e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;  

f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. 
13

 

Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan 

bahwa kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan terdakwa di 

rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang 

bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri disebabkan oleh hal-hal yang dapat 

membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. Kemudian, Pasal 32 

Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang tersebut 

dalam Undang-Undang ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain 

berdasarkan undang undang. 

Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak 

hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 
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menetapkan bahwa kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum 

kepada instansi pemerintah lainnya. Seteleh mencermati isi beberapa pasal di atas 

dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang kejaksaan Republik Indonesia adalah 

sebagai berikut:
14

 

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:  

a. Melakukan penuntutan; 

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap;  

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 

putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;  

d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

UndangUndang;  

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam 

pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Di bidang perdata dan tata 

usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam 

maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 

2. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut 

menyelenggarakan kegiatan:  

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 

b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;  

c. Pengamanan peredaran barang cetakan;  
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d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan 

negara  

e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama; dan  

f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.  

3. Dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah 

sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak;  

4. Membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan badan Negara 

lainnya;  

5. Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi 

pemerintah lainnya. 

Di samping tugas dan wewenang Kejaksaan RI di atas, Jaksa Agung memiliki 

tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2004, yaitu; 
15

 

1. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan 

dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan.  

2. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh 

UndangUndang.  

3. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum 

4. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada kepala Mahkamah 

Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara.  

5. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung 

dalam pemeriksaan kasasi perkara-perkara.  

6. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah 

kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam 

perkaraperkara pidana sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
16

 

Selanjutnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur bahwa: 

                                                           
15

 Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 

Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia. 
16

 Kejaksaan agung Republik Indonesia. Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan 

Sistem Negara Hukum (Jokjakarta:Sinar Grafika, 2010), h.143. 



22 

 

 

1. Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat 

atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam luar negeri, kecuali dalam 

keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri  

2. Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri 

diberikan oleh Kepala kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa Agung, 

sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar 

negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung  

3. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2, hanya diberikan atas dasar 

rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri 

rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang 

dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut didalam 

negeri. 

4. Kemudian Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan 

bahwa:  

a) Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakn 

secara independent demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.  

b) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan 

kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip 

akuntabilitas. 

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia diatur tugas dan wewenang kejaksaan RI. Pasal 27 menegaskan 

bahwa: 

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: 

a) Melakukan penuntutan dalam perkara pidana;  

b) Melaksanakan penataan hakim dan putusan pengadilan;  

c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas 

bersyarat;  

d) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang 

dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
17

 

2. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan khusus dapat 

bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara 

atau pemerintah 

3. Dalam bidang ketertiban dan ketentuan umum, kejaksaan turut 

menyelenggarakan kegiatan: 
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a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 

b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;  

c) Pengamanan peredaran barang tertentu;  

d) Pengawasan aliran kepercayaaan yang dapat membahayakan 

masyarakat dan negara; 

e) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian 

dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Pasal 28 menetapkan bahwa kejaksaan 

dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit 

atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan 

tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan 

orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. 

Sementara itu, Pasal 29 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa disamping 

tugas dan wewenang dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan 

wewenang lain berdasarkan Undang Undang. Selanjutnya Pasal 30 menegaskan 

bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan 

kerja sama dengan badan-badan penegak hukum dan kedilan serta badan Negara atau 

instansi lainnya. Kemudian Pasal 31 mengatur bahwa Kejaksaan dapat memberikan 

pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya Mengenai 

tugas dan wewenang Jaksa Agung diatur dalam beberapa Pasal di bawah ini.
18

 Pasal 

32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 mengatur bahwa Jaksa Agung mempunyai 

tugas dan wewenang: 

1. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan 

dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;  

2. Menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi 

dalam hal pidana mati;  
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3.  Mengkordinasikan penanganan perkara pidana tentu dengan institusi terkait 

berdasarkan Undang-Undang yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh 

Presiden;  

4.  Menyampingkan perkara demi kepentingan umum;  

5.  Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung 

dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara;  

6.  Mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam 

pemeriksaan kasasi perkara pidana;  

7.  Mencegah atau melarang orang-orang tertentu untuk masuk kedalam atau 

meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena 

keterlibatannya dalam perkara pidana; 

Mengenai tugas dan wewenang Jaksa Agung diatur dalam beberapa Pasal di 

bawah ini.
19

 Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 mengatur bahwa Jaksa 

Agung mempunyai tugas dan wewenang: 

1. Jaksa Agung memberikan izin kepada seorang tersangka atau terdakwa dalam 

hal tertentu untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit, baik di 

dalam maupun di luar negeri;  

2.  Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri 

diberikan oleh kepada Kepala Kejakssan negeri setempat atas nama Jaksa 

Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di 

luar negeri hanya diberikan kepada Jaksa Agung;  

3.  Izin, sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) dan (2), hanya di berikan 

atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di 

luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan untuk itu yang 

dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut di dalam 

negeri. 

Kemudian tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia diatur juga 

dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok 

kejaksaan Republik Indonesia. 

Dalam Pasal 2 Undang-Undang itu ditegaskan bahwa dengan melaksanakan 

ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, Kejaksaan mempunyai tugas: 

1. Mengadakan penuntutan perkara-perkara pidana pada pengadilan yang 

berwenang dan menjalankan keputusan dan penetapan Hakim Pidana.  
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2.  Mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta 

mengawasi dan mengkordinasikan alat-alat penyidik menurut 

ketentuanketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-

lain peraturan negara.  

3. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat 

dan negara.  

4. Melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya yang diberikan kepadanya oleh 

suatu negara. 

 Di samping pengaturan tugas kejaksaan di atas, Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 1961 mengatur wewenang dan kewajiban Jaksa Agung. Pasal 7 ayat 2 

menegaskan bahwa untuk kepentingan penuntutan perkara, Jaksa Agung dan 

JaksaJaksa lainnya dalam lingkungan daerah hukumnya memberikan petunjuk-

petunjuk mengkoordinasikan dan mengawasi alat-alat penyidik dengan 

mengindahkan hierarki. Ayat 3 mengatur bahwa Jaksa Agung memimpin dan 

mengawasi para Jaksa melaksanakan tugasnya. 

 Selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang itu ditegaskan bahwa Jaksa 

Agung dapat mengesampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum. 

Kemudian Pasal 9 mengatur bahwa Jaksa Agung dan Jaksa-Jaksa lainnya dalam 

lingkungan daerah hukumnya menjaga agar penahanan dan perlakuan terhadap orang 

yang di tahan oleh pejabat pejabat lain dilakukan berdasarkan hukum. Mencermati 

peraturan beberapa ketentuan pasal dari ketiga Undang-Undang Kejaksaan RI di atas, 

persamaan dan perbedaan pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI 

dalam ketiga Undang-Undang tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

 Persamaan pengaturan dari ketiga Undang-Undang tersebut (Undang-Undang 

NO.16/2004, Undang-Undang No.5/1991, Undang Undang No.15/1961) adalah 

dimana pertama, dalam bidang pidana, Kejaksaan melakukan penuntutan, 
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melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan. Sementara itu, kejaksaan dalam 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat di tegaskan 

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1991. dalam melakukan putusan pidana bersyarat dan putusan pidana. Pengawasan, 

dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

UndangUndang, hanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.
20

 

Selanjutnya, ketiga Undang-Undang kejaksaan di atas mengatur tugas 

Kejaksaan untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum melimpahkan perkara itu ke pengadilan dalam 

pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Dalam penjelasan Pasal 30 ayat 1 

huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan penjelasan 27 ayat 1 huruf d 

dijelaskan bahwa untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan 

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Tidak dilakukan terhadap tersangka;  

2.  Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan atau dapat 

meresahkan masyarakat, dan atau yang dapat membahayakan keselamatan 

negara;  

3.  Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan ketentuan 

Pasal 110 dan 138 ayat 2 Undang-Undang 8 Tahun 1981 tantang Hukum Acara 

Pidana;  

4.  Prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik. 

Suatu hal yang hanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

(Pasal 30 ayat 1 huruf d), yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang 

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. 

Adapun tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang dimaksud adalah 
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sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 ayat 1 huruf d ini bahwa kewenangan dalam 

ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam UndangUndang 

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UndangUndang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
21

 

Kedua, dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa 

khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama 

negara atau pemerintah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Ketiga, dalam bidang 

ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan 

peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengaman kebijakan penegakan hukum, 

pengamanan peredaran cetakan, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan 

agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Beberapa 

kegiatan ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan 

UndangUndamg Nomor 5 Tahun 1991. Sedangkan mengenai pengawasan mengenai 

pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara 

ditegaskan dalam ketiga Undang-Undang Kejaksaan tersebut. 

Kejaksaan dapat meminta hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah 

sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat yang lain yang layak jika yang 

bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat 
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membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. Hal ini ditegaskan dalam 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 31 dan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1991 Pasal 28, sementara itu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tidak 

menegaskan hal ini. Selain tugas dan wewenang tersebut, kejaksaan dapat diserahi 

tugas dan wewenang lain berdasarkan UndangUndang sebagaimana ditetapkan dalam 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 32 dan Undang-Undang Nomor 1991 

Pasal 29, sementara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tidak menegaskan hal 

ini. 

Selanjutnya, ketiga Undang-Undang kejaksaan itu menegaskan bahwa dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan membina hubungan kerja sama 

dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. 

Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1991 ditegaskan bahwa kejaksaan dapat memberikann pertimbangan dalam bidang 

hukum kepada instansi pemerintah lainnya.
22

 

4. Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan RI 

1. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian 

bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan bidang 

tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang 

ditetapkan oleh Jaksa Agung.  

2.  Penyelengaraan dan pelaksaan pembangunan prasarana dan saran, 

pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tata laksanaan serta 

pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya.
23

  

3.  Pelaksaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan 

di bidang pidana. 

4. Pelaksaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, di bidang 

ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, 
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pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara 

serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, 

kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan 

peraturan perundang-undangan dan kebijaksaan yang di tetap jaksa agung.  

5. Penempatan seorang tersangaka atau terdakwan di rumah sakit atau tempat 

perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim 

karena tidak mampu berdiri sendiri atau di sebabkan hal-hal yang dapat 

membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.  

6.  Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan 

peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum 

masyarakat.  

7.  Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, 

baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksaan tugas dan 

fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksaan yang 

si tetapkan oleh Jaksa Agung. 

5. Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan RI 

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 ayat 1 UUD 1945, 

ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 

dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. 

Ketentuan mengenai badan-badan lain tersebut dipertegas dalam Pasal 41 

UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.
24

 Ketentuan 

mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman 

meliputi Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, dan badan-badan lain yang diatur 

dengan undang-undang. Selanjutnya, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 menegaskan bahwa: 

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang undang ini 

disebut kejaksaan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan 

negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-

Undang.  

2. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara 

merdeka.  
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3. Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak 

terpisahkan. Mencermati isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

diatas, dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu: 

a. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan;  

b. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan 

dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang;  

c. Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka; d. Kejaksaan 

adalah satu dan tidak terpisahkan.
25

 

Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuanketentuan 

Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa Kejaksaan 

Republik Indonesia selanjutnya disebut kejaksaan, ialah alat negara penegak hukum 

yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum. Dalam ayat 2 menyebutkan bahwa 

kejaksaan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat 

dan hukum negara. Pasal 3 menetapkan bahwa kejaksaan adalah satu dan tak dapat 

dipisah-pisahkan. Memiliki pengaturan Pasal 1 dan Pasal 3 undang-undang tersebut, 

dapat ditarik beberapa hal penting, yaitu: 

1. Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum kedudukan kejaksaan sebagai 

penegak hukum, Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan 

institusi kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh 

sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami pergantian nama dan 

pemerintah, fungsi dan tugas kejaksaan tetap sama yaitu melakukan 

penuntutan terhadap perkara-perkara kriminal dan bertindak sebagai penggugat 

atau tergugat dalam perkara perdata.  

2.  Tugas utama kejaksaan adalah sebagai penuntut umum.  

3.  Kejaksaan harus menjujung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.  

4. Kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan. 

 Dalam uraian di atas bahwa kedudukan kejaksaan sebagai suatu lembaga 

pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat 
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dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa kejaksaan merupakan suatu 

lembaga yang berada disuatu kekuasaan eksekutif. 
26

 

 

B. Tinjauan umum sistem ketatanegaraan 

1. Pengertian Sistem Ketatanegaraan  

Kata sistem berasal dari bahasa Latin, yaitu systēma. Sistem adalah suatu 

kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk 

memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Kata sistem banyak sekali 

digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen 

ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga 

maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem 

adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka. Sedangkan kata 

ketatanegaraan berasal dari gabungan 2 (dua) kata, yaitu tata dan negara. Kata tata 

mempunyai makna, yaitu mengatur dan Negara mempunyai arti, yaitu suatu wilayah 

di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun 

budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. 

Rusadi Kantaprawira, mengartikan sistem sebagai “Suatu kesatuan dimana di 

dalamnya terdapat unsur-unsur. Unsur-unsur, elemen-elemen, bagian-bagian yang 

terkait dalam suatu unit yang satu sama lain berada dalam keadaan kaitmengkait dan 

fungsional. Masing-masing unsur mempunyai sifat ketertarikan, kohensif; sehingga 

bentuk totalitas unit tersebut terjaga utuh konsistensinya”. 
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Pengertian sistem dapat juga dikaitkan dengan sistem ketatanegaraan yang 

diartikan sebagai suatu susunan ketatanegaraan, yaitu segala sesuatu yang berkenaan 

dengan organisasi negara, baik menyangkut susunan dan kedudukan lembaga-

lembaga negara berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing 

maupun hubungan satu sama lain. Adanya suatu tugas, fungsi dan wewenang dari 

masing-masing lembaga tersebut harus dibagi, pembagian atau pemisahan tersebut 

berguna untuk parameter bagi masing-masing lembaga. 

Suatu prinsip kedaulatan rakyat itu tidak saja diwujudkan dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan melainkan juga tercermin dalam struktur mekanisme 

kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan 

berfungsinya sistem demokrasi. Dari segi, kelembagaan prinsip kedaulatan rakyat itu 

biasanya diorganisasikan melalui dua pilihan cara, yaitu melalui sistem pemisahaan 

kekuasaan atau pembagian kekuasaan.  

2.Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia 

Negara Indonesia merupakan negara hukum.
27

 Salah satu ciri Negara hukum, 

yang dalam bahasa Inggris disebut the rule of law atau dalam bahasa Belanda dan 

Jerman disebut rechtstaat adalah pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan 

negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar 

paham konstitusionalisme atau constitutional state , yaitu negara yang dibatasi oleh 

konstitusi. Dalam konsteks yang sama, gagasan negara demokrasi atau sering disebut 
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pula dengan istilah constituional democracy dihubungkan dengan pengertian negara 

demokrasi yang berdasar atas hukum.
28

 

 Setiap negara yang menganut negara hukum, secara umum berlaku beberapa 

prinsip. Prinsip-prinsip tersebut adalah supremasi hukum (supremacy of law), 

kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum 

dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (due process of law).
29

 

 Implementasi hukum di Indonesia dimulai sejak Indonesia memproklamirkan 

dirinya sebagai negara yang merdeka. Sebagai negara hukum, Indonesia meletakkan 

UUD 1945 sebagai konstitusi penyelenggaraan negara atau dengan kata lain 

merupakan norma pokok (grundnom) yang merupakan sumber utama tertib hukum di 

Indonesia (hierarki perundang-undangan).
30

 

 UUD 1945 sebagai konstitusi dalam perkembangannya telah mengalami 

berbagai corak dan permasalahan yang berdampak pada sistem ketatanegaraan 

Indonesia. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia telah mengalami pergeseran 

yang mengakibatkan perubahan fundamental terhadap stuktur dan kewenangan 

lembaga negara.
31

 Berikut ini sistem ketatanegaraan yang pernah berlaku di 

Indonesia: 

1. Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 pra-amandemen 

Prinsip kedaulatan rakyat secara kelembagaan dapat diorganisasikan melalui 

dua pilihan, yaitu melalui sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) dan 
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pembagian kekuasaan (division of power). Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal 

dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsifungsi yang tercermin dalam 

lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (check and 

balances). Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan 

kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi 

negara di bawah lembaga pemegang kekuasaan yang bersifat vertikal, bukan 

pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal.
32

 

UUD 1945 pra-amandemen tidak memberikan ketentuan yang tegas tentang 

pembagian kekuasaan. UUD 1945 hanya mengenal pemisahan kekuasaan dalam arti 

formal, oleh karena itu pemisahan kekuasaan itu tidak dipertahankan secara prinsipil. 

Dengan kata lain, UUD 1945 hanya mengenal pembagian kekuasaan (devision of 

power) dan bukan pemisahan kekuasaan (separation of power).
33

 

 Dalam konstruksi sistem ketatanegaraan, kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 

1945 pra-amandemen dianggap terwujud penuh dalam wadah Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang ditafsirkan sebagai lembaga tertinggi atau 

forum tertinggi. Dari sini, fungsi-fungsi tertentu dibagikan sebagai tugas dan 

kewenangan lembaga-lembaga tinggi negara yang ada di bawahnya, yaitu presiden, 

DPR, MA, dan seterusnya. 

2. Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan konstitusi RIS  

Ketentuan dalam UUD 1945 menyatakan dengan jelas bahwa kedaulatan rakyat 

ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan 
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Rakyat. Sedangkan pasal 1 Ayat (2) UUD 1949 menentukan bahwa kekuasaan 

berkedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama 

dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan senat. Berdasarkan hal tersebut, dapat 

dikatakan bahwa pemegang kedaulatan dalam Republik Indonesia Serikat bukanlah 

rakyat, tetapi negara. Jadi yang menjadi asas UUD 1949 adalah kedaulatan negara 

(staatssauvereiniteit). 

Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan konstitusi RIS dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

a. Menurut konstitusi RIS, badan eksekutif dan badan legislatif dipisahkan 

secara tajam. Perdana menteri maupun anggotanya tidak dapat merangkap 

menjadi anggota parlemen. 

b. Menganut sistem pertanggungjawaban menteri, tetapi tidak dikenal bahwa 

presiden dapat membubarkan DPR.  

c.  Kekuasaan perundang-undangan federal dilakukan oleh pemerintah bersama 

dengan parlemen.  

Berkaitan dengan sistem pemisahan kekuasaan, maka konstitusi RIS 1949 

menganut teori pemisahan kekuasaan hanya dalam arti formal. 

3. Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUDS 1950  

UUDS 1950 adalah formal sebuah perubahan konstitusi RIS 1949. Sesuai 

dengan Pasal 1 Ayat (2) UUDS 1950 menetapkan bahwa kedaulatan Republik 

Indonesia ada di tangan rakyat. Ketentuan ini berlainan dengan UUD 1945, UUDS 

1950 dengan khusus menentukan bahwa kedaulatan rakyat itu dilakukan oleh 

pemerintah bersama dengan DPR. Paham ini tidak terdapat dalam konstitusi RIS. 
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Prinsip-prinsip sistem ketatanegaraan yang tercantum dalam UUDS 1950 

negara kesatuan adalah: 

a. Penghapusan senat  

b. DPR Sementara terdiri atas gabungan DPR RIS dan Badan Pekerja Komite 

Nasional Indonesia Pusat 

c. DPRS bersama-sama dengan Komite Nasional Pusat disebut Majelis 

Perubahan Undang-Undang Dasar dengan hak mengadakan perubahan 

dalam UUD baru  

d. Konstituante terdiri dari anggota-anggota yang dipilih melalui pemilu. 

4. Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen  

Sistem ketatanegaraan Indonesia dalam perkembangannya mengalami 

perubahan yang sangat mendasar sejak adanya amandemen UUD 1945 yang 

dilakukan MPR pada tahun 1999 hingga 2002. Perubahan tersebut dilatarbelakangi 

adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dengan check 

and balances yang setara dan seimbang di antara cabang-cabang kekuasaan, 

mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak 

asasi manusia. 

Salah satu tujuan amandemen UUD 1945 adalah menata keseimbangan (check 

and balances) antar lembaga negara. Hubungan tersebut ditata sedemikian rupa agar 

tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada salah satu institusi negara. Bentuk nyata dari 

amandemen UUD 1945 adalah perbedaan yang subtansial tentang kelembagaan 

negara, terutama dalam hal kedudukan, tugas, wewenang, hubungan kerja, dan cara 

kerja lembaga yang bersangkutan. 
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Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tahap 

pertama dilakukan pada tahun 1999
34

 dan tahap kedua tahun 2000
35

, dilanjutkan 

tahap ketiga pada tahun 2001
36

 dan terakhir dilakukan tahap keempat pada tahun 

2002.
37

 Fokus perubahan yaitu Pertama, anutan prinsip pemisahan kekuasaan 

(separation of power) dengan prinsip pembagian kekuasaan (distribution of power) 

yang berlaku dalam sistematika di UUD 1945. Kedua, otonomi daerah yang seluas-

luasnya. Ketiga, gagasan pemilihan Presiden secara langsung, dan Keempat, gagasan 

pembentukan lembaga tambahan yaitu dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang 

akan melengkapi keberadaan DPR sebagai lembaga legislatif.
38

 

Amandemen tahap keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945 telah memberikan perubahan yang berarti bagi lembaga negara melalui tugas 

dan kewenangan yang dimiliki oleh masingmasing lembaga, misalnya Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tidak lagi didudukkan sebagai lembaga 

pemegang kekuasaan negara tertinggi, melainkan sejajar kedudukannya dengan 

lembaga Negara lain seperti Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Badan 

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 

Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia. Pergeseran lain adalah terbentuknya lembaga perwakilan Dewan 

Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai utusan daerah yang dipilih secara 

                                                           
34

 Amandemen pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Ibid., 1. 
35

 Amandemen kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Ibid. 
36

 Amandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001. Ibid. 
37

 Amandemen keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Ibid 
38

 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi; Serpihan Pemikiran 

Hukum, Media dan HAM, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 19-20. 



38 

 

 

langsung melalui pemilihan umum.
39

 Dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

Republik Indonesia pada awalnya dimaksudkan untuk memperkuat ikatan daerah-

daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memperteguh 

kebangsaan seluruh daerah.
40

 

Secara teoritis alasan dibentuknya lembaga DPD adalah membangun 

mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) antar cabang kekuasaan 

negara dan antar lembaga legislatif sendiri (Dewan Perwakilan Rakyat). Jika pada 

saat UUD 1945 pra-amandemen menganut sistem unikameral dengan menempatkan 

MPR RI sebagai supremasi yang memegang kedaulatan rakyat, maka sidang umum 

MPR 2001 berhasil mengamandemen UUD 1945 dan mengembalikan eksistensi 

lembaga legislatif ke sistem bikameral. Keberadaan DPD RI sebagai lembaga yang 

berporos di legislatif, dapat ditafsirkan lembaga representative di Indonesia 

mengadopsi sistem bikameral atau dua kamar.
41

 Meskipun pada dasarnya sistem dua 

kamar selalu identik dengan negara federasi, namun dalam perkembangan ilmu 

ketatanegaraan sistem bikameral dapat dipraktekkan di negara kesatuan.
42

Keberadaan 

dua kamar tersebut dapat dicermati dari hasil perubahan Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 

yang berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui 

pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.  
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Dengan struktur bikameral tersebut, diharapkan proses legislasi dapat 

diselenggarakan berdasarkan sistem pemeriksaan ganda yang memungkinkan 

representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis 

sosial yang lebih luas. DPR merupakan cermin representasi politik (political 

representation), sedangkan DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau 

regional (regional representation).DPD dilahirkan dan ditampilkan sebagai salah satu 

lembaga perwakilan rakyat yang menjembatani kebijakan (policy), dan regulasi pada 

skala nasional oleh pemerintah (pusat) di satu sisi dan daerah di sisi lain. 

C.Tinjauan Umum Kedudukan dan Peran 

1. Pengertian Kedudukan  

Kedudukan berarti status, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan 

sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (social 

status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu 

kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam 

lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya. Kedua istilah tersebut 

memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Secara 

abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu.  

Kedudukan dapat juga diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam 

memiliki kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi 

kedudukan atau statusnya di tempat seseorang tersebut tinggal. Masyarakat pada 

umumnya mengembangkan tiga macam kedudukan, yaitu sebagai berikut  

a. Ascribed status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa 

memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut 
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diperoleh karena kelahiran, misalnya kedudukan anak seorang bangsawan adalah 

bangsawan pula. Pada umumnya ascribed-status dijumpai pada masyarakat 

dengan sistem lapisan tertutup, misalnya masyarakat feodal, atau masyarakat 

tempat sistem lapisan bergantung pada perbedaan rasial.  

b. Achieved status, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-

usaha yang disengaja. Misalnya, setiap orang dapat menjadi seorang dokter 

asalkan memenuhi persyaratan tertentu.persyaratan tersebut bergantung pada 

yang bersangkutan bisa atau tidak menjalaninya. Apabila yang bersangkutan 

tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, ia tidak akan mendapat kedudukan 

yang diinginkan.  

c. Assigned status, merupakan kedudukan yang diberikan kepada seseorang. 

Kedudukan ini mempunyai hubungan yang erat dengan achieved status. Artinya, 

suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada 

seseorang yang berjasa yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi 

kebutuhan dan kepentingan masyaarakat. 

2. Pengertian Peran 

 Secara etimologi peran berarti sesorang yang melakukan tindakan yang 

dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan 

yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 2) peran diartikan sebagai 

bagian yang dimainkan dalam suatu kegiatan dalam adegan film, sandiwara dengan 

berusaha bermain baik dan secara aktif dibebankan kepadanya. Selain itu di KBBI 

juga menyebutkan peranan merupakan tingkah seorang pemain yang memiliki sifat 
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yang mampu menghasilkan dan menggerakan sesuatu hal yang baik ke dalam sebuah 

peristiwa. 

Peran merupakan perpaduan antara berbagai teori, orientasi maupun disiplin 

ilmu yang digunakan dalam dunia sosiologi, peran merupakan istilah yang biasanya 

digunakan dalam dunia teater yang mana seorang aktor harus bermain sebagai tokoh 

tertentu dan membawakan sebuah perilaku tertentu, dalam hal ini posisi seorang aktor 

tersebut disamakan dengan posisi seorang masyarakat dan keduanya memiliki posisi 

yang sama (Sarlito, 2015: 215). 

Sedangkan menurut (Merton(Raho, 2007: 67) peran didefinisikan sebagai pola 

tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat dari seseorang yang menduduki status 

tertentu, dalam hal ini juga berkaitan dengan hubungan berdasarkan peran yang 

dimiliki seseorang yang menduduki status sosial tertentu. 

Peran sebuah gambaran interaksi sosial dalam terminilogi aktor-aktor yang 

bermain sesuai yang telah ditetapkan, berdasarkan dengan teori ini harapan dari peran 

menjadi pemahaman bersama yang menuntun individu untuk berperilaku dalam 

kesehariannya, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, 

guru, mahasiswa, orang tua, laki-laki maupun wanita, diharapkan seseorang yang 

mempunyai peran tersebut berperilaku sesuai dengan perannya.(Linton(Cahyono, 

2008: 194). 

Selain itu, (Kahn (Ahmad dan Taylor, 2009: 554) menyatakan bahwasannya 

lingkungan organisasi juga dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai 

perilaku peran mereka, harapan tersebut berupa norma ataupun tekanan untuk 

bertindak dalam cara tertentu sehingga individu tersebut akan menerima pesan 
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tersebut serta merespon dengan berbagai cara, namun masalah akan muncul ketika 

pesan tidak tersampaikan dengan jelas dan tidak dapat diterima dengan mudah, serta 

tidak sesuai dengan daya tangkap si penerima pesan yang akan mengakibatkan pesan 

tersebut dinilai ambigu dan ketika hal ini terjadi maka individu akan merespon 

dengan cara yang tidak sesuai dengan harapan si pengirim pesan. dilakukan seseorang 

berdasarkan status yang disandang. Meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan 

peran berdasarkan status yang disandang tapi tetap dalam koridor Menurut Soekanto 

(2012: 212) menyebutkan arti peran yang merupakan aspek dinamis kedudukan 

(status). Peran adalah suatu pekerjaan yang keteraturan yang berbeda yang 

menyebabkan hasil peran dari setiap orang berbeda. 

Menurut Berry (2009: 105) menyebutkan bahwa peran sekumpulan harapan 

yang dibebabnkan kepada sseorang individu atau kelompok yang sedang menempati 

kedudukan sosial tertentu. Harapan tersebut bisa timbul dari masyarakat ataupun yang 

sedang menduduki posisi tersebut. 

Apabila seorang sudah melakukan hak serta kewajibannya didalam kedudukan 

yang ia miliki, berarti ia sedang menjalankan peran. Adanya peran dihasilkan dari 

banyak sekali latarbelakang, peran dan kedudukan dua aspek yang tidak mungkin 

terpisahkan. Adanya peran berarti kedudukan sudah mendasari setiap tindakan atau 

peran yang dihasilkan sesuai kesempatan yang diberikan dalam suatu masyarakat 

kepadanya. (Siagian (2012: 212) 

Sedangkan menurut Rivai (2004: 148) menyebutkan bahwasannya peranan 

adalah sebuah perilaku yang diatur dan diharapkan oleh seseorang dalam posisi 

tertentu. Adapun pendapat lain mengatakan peran adalah sebuah kumpulan perilaku 
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yang dihubungkan dengan jabatan atau kedudukan. (Sabrin dan Allen, 1968 dalam 

www.freelist.com diakses tanggal 9 April 2019). 

Sehingga dapat disimpulkan peran adalah aktivitas yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekumpulan orang untuk menghasilkan suatu perubahan yang 

iinginkan oleh masyarakat berdasarkan kedudukan atau jabatan yang dimiliki 

seseorang atau sekumpulan orang tersebut. 

a. Konsep Peran 

Dari penjelasan di atas kita mengetahui bahwa peran dan status sosial 

merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Adapun konsep peran menurut 

Sukanto (2012: 213) adalah sebagai berikut: 

1) Persepsi Peran 

Persepsi Peran adalah pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya 

dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi ini berdasarkan interpretasi atas sesuaty 

yang diyakini tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku. 

2) Ekspektasi Peran 

Ekspektasi peran merupakan sesuatu yang telah diyakini orang lain bagaimana 

seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar perilaku 

seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana orang 

tersebut bertindak. 

3) Konflik Peran 

Saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan 

menghasilkan konflik peran. Konflik ini akan muncul saat seseorang menyadari 

bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain. 
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b. Jenis Peran 

Mengacu pada penjelasan di atas, peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. 

Menurut Soekanto (2012: 214), adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut: 

1) Peran Aktif 

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya 

pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya 

dan kontribusinya terhadap suatu organisasi. 

2) Peran Partisipasif 

Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan 

atau hanya pada saat tertentu saja. 

3) Peran Pasif 

Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, 

peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam 

kehidupan masyarakat. 
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BAB III 

METODOLOGI PENILITIAN 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah kedudukan kejaksaan di dalam 

sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan posisi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 

dilihat dari Independensinya. 

B. Jenis Penelitian 

Adapun jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis 

Normatif. Metode hukum Normatif adalah Penelitian yang memberikan penjelasan sistematis 

aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara 

peraturan perundang undangan yang berlaku. Penelitian Normatif disebut juga sebagai penelitian 

perpustakaaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada 

aturan peraturan tertulis, putusan, serta bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya penelitian ini 

dilakukan dengan cara meneliti bahan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukun sekunder dan bahan hukum tersier. 

C. Metode Pendekatan Masalah 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang 

undangan dan pendekatan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang undangan adalah 

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan isu yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan konseptual adalah 

pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami pendapat pendapat para ahli hukum. 

D. Sumber Bahan Hukum 
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Adapun sumber bahan hukum dalam penulisan ini yaitu: Bahan Hukum Primer, Bahan 

Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang undangan dan 

putusan hakim. Dalam penelitian ini Bahan Hukum Primer yang digunakan sebagai berikut: 

a. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 

b. UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang nantinya akan memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini. Bahan hukum 

sekunder yang utama adalah buku teks atau buku bacaan karena berisi mengenai prinsip prinsip 

dasar ilmu hukum dan pandangan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi 

tinggi. Dalam penelitian ini Bahan Hukum Sekunder yang digunakan meliputi: 

a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum 

b. Makalah-Makalah 

c. Jurnal Ilmiah 

d. Artikel Ilmiah 

 

 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang akan memberikan informasi atau 

petunjuk yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari: 
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a. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

b. Kamus Hukum 

c. Ensiklopedia 

d. Bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.  

E. Metode Penelitian 

Penelitian ini akan mendapatkan bahan-bahan hukum dengan menggunakan metode 

(library research) atau studi kepustakaan. Penelitian hukum dilakukan dengan cara melacak 

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini akan memberikan penjelasan secara 

kualitatif yaitu memberikan uraian deskriptif yang berasal dari buku-buku literatur dan media 

elektronik atau berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan 

penelitian ini. 

F. Analisis Bahan Hukum 

Analisa dalam penulisan penelitian ini adalah secara kualitatif. Data premier diperoleh dari 

hasil penulisan yang disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis dan 

sistematis yang dinyatakan oleh para ahli secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta 

dikaitkan dengan data sekunder yang menggunakan metode berfikir, deduktif dan induktif yang 

berpedoman pada Hukum Tata Negara dan perundang undangan yang berhubungan dengan 

rumusan masalah yang dikaji untuk menjawab permasalahan tersebut. Deskriptif artinya data 

yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. 

Logis artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah ilmu pengetahuan atau 

rasionalitas. Sistematis artinya setiap hal hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan 

berkaitan, sehingga mendapatkan hasil yang di inginkan. Penarikan kesimpulan ditetapkan 

dengan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif artinya peraturan perundang undangan 
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yang ada di Indonesia bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus yang 

diperoleh dari penulisan dan menarik kesimpulan yang bersifat umum. 

 

 

 


